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JUDUL : Pengambilalihan (Encroachment) Humas Jawa Tengah (Studi 
Kasus pada  Penghapusan Biro Humas Setda Provinsi Jawa 
Tengah) 
NAMA : AISYAH MONICANINGSIH 
NIM : 14030115410005 
 
   ABSTRAK 
Humas pemerintah merupakan lembaga dan atau individu penyelenggara 
pemerintahan, yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan 
informasi serta kehumasan kepada publik, pemangku kepentingan dan sebaliknya. 
Pada tahun 2016, terjadi penataan perangkat daerah di Provinsi Jawa Tengah, 
salah satu organisasi yang ditertibkan adalah Biro Humas Setda Provinsi Jawa 
Tengah yang harus dihapuskan dari struktur organisasi tata kelola Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah. Kesenjangan yang muncul dari penataan organisasi 
perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah dengan penjelasan Humas pemerintah 
yang ideal tersebut di atas, menjadi permasalahan penelitian yakni berusaha 
mencari penyebab Biro Humas Setda Jateng dihapus dari Pemprov Jateng. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dihapuskannya Biro 
Humas Setda Provinsi Jawa Tengah. Agar menjawab tujuan penelitian tersebut, 
peneliti mencari penyebab dihapuskannya Biro Humas melalui 3 fase yakni 
persepsi atas kinerja Humas oleh pemangku kepentingannya, alasan penentuan 
eliminasi Humas saat penataan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), dan 
fungsi Humas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setelah penataan SOPD . 
 Hasil penelitian yang telah dilakukan menjelaskan bahwa penyebab 
dihapuskannya Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah adalah Baik di tingkat 
nasional maupun daerah, Humas belum menjadi fungsi yang strategis sehingga 
muncul kebijakan yang melemahkan Humas Pemerintah, Mayoritas Informan 
melihat pelaksanaan Humas dari persepsi kinerjanya cenderung negatif, 
Penghapusan Humas merupakan hasil dari konsultasi Pansus dengan Kepala 
Daerah (Gubernur). 
Terjadi reduksi struktural, dan revitalisasi fungsional Humas Pemerintah 
Jawa Tengah, yang telah memertimbangkan ukuran organisasi melalui 
rekomendasi hasil pemetaan kelembagaan, arti penting Humas dari pelaksanaan 
Humas melalui persepsi kinerjanya, dan karakteristik organisasi melalui 
subjektifitas kepala daerah. Praktik Reduksi Humas Pemerintah Jawa Tengah  
karena tersembunyi dibawah nomenklatur/penamaan instansi yang tidak 
menyebutkan Humas (Biro Umum dan Dinas Komunikasi dan Informatika). 
Terjadi tumpang-tindih, dan lempar-lemparan pekerjaan akibat terbaginya fungsi 
Humas pada dua instansi (Bagian Humas dan Protokol Biro Umum dan Dinas 
Komunikasi dan Informatika). 
Kata Kunci: Pengambilalihan. Struktur, Fungsi Humas 
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  TITTLE : Encroachment of the Public Relations Central Java (Case 
Study on the Elimination of the Regional Secretariat Public 
Relations Bureau of Central Java Province) 
NAMA : AISYAH MONICANINGSIH 
NIM : 14030115410005 
 
     ABSTRACT 
Government public relations is an institution and / or individual 
government organizer, who performs management functions in the fields of 
communication and information and public relations to the public, stakeholders 
and vice versa. In 2016, there was an arrangement of regional equipment in 
Central Java Province, one of the disciplined organizations was the Central Java 
Regional Secretariat Public Relations Bureau which had to be abolished from the 
governance structure of the Central Java Provincial Government. The gap that 
arises from structuring the organization of the regional apparatus of Central Java 
Province with the explanation of the ideal government public relations mentioned 
above, becomes a research problem that is trying to find the cause of the Central 
Java Secretariat Public Relations Bureau removed from the Central Java 
Provincial Government. 
This study aims to determine the cause of the elimination of the Regional 
Secretariat Public Relations Bureau of Central Java Province. In order to answer 
the purpose of the study, researchers sought the causes of the elimination of the 
Public Relations Bureau through three phases, namely the perception of public 
relations performance by stakeholders, the reason for determining Public 
Relations elimination when structuring Regional Organization Unit (SOPD), and 
Central Java Provincial Government Public Relations function after SOPD 
structuring. 
The results of the research that have been carried out explain that the cause 
of the Central Java Provincial Secretariat Public Relations' elimination is that both 
the national and regional levels, Public Relations has not become a strategic 
function so that policies that weaken Government Public Relations appear. is the 
result of the consultation of the Special Committee with the Regional Head 
(Governor). 
Structural reduction occurs, and revitalization of the Public Relations 
function of the Central Java Government, which has considered the size of the 
organization through recommendations on institutional mapping, the significance 
of Public Relations from the implementation of Public Relations through 
perceptions of its performance, and organizational characteristics through 
subjectivity of regional heads. The Practice of Public Relations Reduction of the 
Central Java Government because it is hidden under the nomenclature / naming of 
agencies which do not mention Public Relations (General Bureau and Office of 
Communication and Information). Overlaps occur, and work throws due to the 
division of public relations functions in two agencies (Public Relations and 
Protocol Division of the General Bureau and the Office of Communication and 
Information).   Keywords: Encroachment. Structure, Function of Public Relations 
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